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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Alloh swt yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan buku yang berjudul Administrasi Pemerintahan Daerah.
Buku ini disusun sebagai acuan bagi Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik dan Mahasiswa Ilmu Sosial Politik dalam Program Studi Administrasi Negara serta bagi siapa saja yang berminat untuk menambah wawasan dalam bidang administrasi negara.
Dalam buku ini akan diketengahkan mengenai pengertian desentralisasi dan otonomi daerah,  perbandingan otonomi daerah dalam perkembangan perubahan undang-undang yang mengaturnya,  perencanaan pembangunan daerah, APBD (anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta demokrasi pemerintahan daerah.
Dalam demokrasi pemerintahan daerah akan dikemukakan mengenai analisis masalah-masalah yang timbul dalam implementasi konsep governance dan solusi tepat untuk  pendekatan governance yang sukses. Menarik untuk dikaji dan dicermati.
Akhir kata, tiada gading yang tidak retak. Kami mohon kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat untuk mendorong tercapainya makna demokrasi yang sebenarnya bagi bangsa kita sehingga bisa mewujudkan tujuan negara masyarakat adil dan makmur.
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PENDAHULUAN
A. PENGERTIAN

Dalam buku ini yang dimaksud dengan daerah adalah kota, kabupaten dan propinsi. Pemerintahan adalah aktivitas dan proses dalam hubungan kerja antara eksekutif dengan legislatif daerah yaitu antara DPRD dengan Kepala Daerah. Pada sisi lain Pemerintahan adalah aktivitas dan proses yang terjadi dalam hubungan antara pemerintah (daerah) dengan masyarakat. Sedangkan administrasi pemerintahan daerah adalah manajemen pemerintahan daerah yaitu aktivitas dan proses dalam mengelola sumber daya yang ada pada Pemda untuk mencapai tujuan PEMDA yang berpegang pada azas efektivitas, efisiensi, equity dan ekonomi. Pada sisi lain administrasi pemerintahan daerah mempunyai dimensi sesuai dimensi utama administrasi negara yaitu kebijakan publik, perilaku organisasi dan pengembangan organisasi (Miftah Thoha, 1984). 

Kebijakan publik berada pada administrasi, pemerintahan dan politik. Dalam administrasi ada proses perumusan kebijakan publik. Dalam pemerintahan ada proses pembahasan antara DPRD dengan eksekutif mengenai kebijakan publik, dan ada keputusan politik menetapkan kebijakan publik, contoh peraturan daerah ditandatangani kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 

Dalam perkembangan terakhir dikenal governance yang mempunyai 3 domain yaitu state, civil society dan dunia usaha.  Dengan govermance pihak yang terlibat lebih luas lagi, kebijakan publik ditetapkan (keputusan politik) setelah terjadi pembahasan antara legislatif, eksekutif, civil society dan dunia usaha. 

Selain istilah pemerintahan daerah dikenal istilah otonomi daerah (OTDA). Otda berarti daerah menetapkan sendiri kebijakannya, merencanakan strategi aktivitasnya, melaksanakannya, mengandalikannya dan melakukan pengawasan intern. Otda adalah buah dari desentralisasi dan demokrasi yang berari pemerintahan makin dekat dengan rakyat. Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dan sumber daya dari pemerintah (pusat) kepada daerah yaitu pemerintahan daerah dan masyarakat daerah. Desentralisasi melahirkan masyarakat lokal. 
Tiap undang-undang Otda, isi wewenang dan sumber daya yang diserahkan kepada daerah tidak sama, ada yang luas (UU No 22 Tahun 1999) dan ada yang terbatas sekali (UU No 5 Tahun 1974). Dalam menjalankan pelaksanaan otda ada tarik menarik antara pemerintah pusat dengan daerah. Bila pemerintah pusat kuat, otda bergerak ke arah otonomi sempit, bahkan hampir sentralisasi; bila masyarakat kuat, otda bergerak ke arah otonomi luas; bila publik/elit yang berkuasa saat itu merasa desentralisasi terlalu terbatas, dilakukan desentralisasi yang luas. Sebaliknya bila publik/elit yang berkuasa saat itu merasa desentralisasi terlalu luas dilakukan desentralisasi terbatas. Tidak ada rumusan, aturan, kaidah yang mengikat secara permanen. Dalam perjalanan sejarah desentralisasi/otda selalu mencari titik keseimbangan. 

Begitupun pelaksanaan otonomi di daerah paralel seperti diatas. Bila masyarakat kuat, kewenangan tugas dan fungsi akan terdistribusi sampai ke lembaga masyarakat, terjadi partisipasi dalam pelaksanaan pemerintahan. Apabila masyarakat lemah, pelaksanaan pemerintahan daerah akan terkonsentrasi pada birokrasi. Masyarakat dikatakan kuat bila secara ekonomi berkecukupan, berpendidikan yang menyadarkan dirinya akan harga diri dan kemandiriannya serta berorientasi masa depan, tidak semata-mata sibuk dengan kekinian, terutama memenuhi kebutuhan pokok hidup saat ini. Pada sisi lain partisipasi masyarakat akan besar bila pemerintahan daerah menyediakan ruang dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi. 

Akhir-akhir ini kelihatan masyarakat menguat, meskipun belum kuat betul untuk berlangsungnya proses demokrasi baik secara formal maupun materiil. UU otonomi daerah terbaru, diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004 yaitu UU No 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah dimana pada tanggal yang sama diundangkan pula UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan  antara  pemerintah  pusat dan pemerintah daerah. Hal baru dan menonjol yang diatur dalam UU ini adalah tentang pemilihan langsung kepala daerah mulai pasal 56 sampai dengan 119, berarti 64 pasal dari 240 pasal UU. Lebih dari 25% pasal UU No 32 Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah. 



B. DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH (UU No 

    32 TAHUN 2004) 

Berbicara mengenai administrasi pemerintahan daerah tidak bisa lepas dari membicarakan desentralisasi dan otonomi daerah. Administrasi pemerintahan daerah adalah administrasi yang berkaitan dengan otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

Otonomi daerah lahir dan tumbuh karena adanya desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dan sumberdaya oleh pemerintah (pusat) kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desentralisasi bukan hanya mempunyai tujuan administrasi pemerintahan yaitu pembaharuan manajemen yang memperbaiki pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah, tetapi juga mempunyai tujuan politik  dan tujuan sosial ekonomi. Dengan desentralisasi dan otda beban pemerintah (pusat) dikurangi dan menjadi beban daerah, dan bagi daerah karena kedekatannya dengan masyarakat, diharapkan dapat melayani publik lebih baik dan sesuai harapan msyarakat karena lebih memahami local knowledge, kearifan lokal dan budaya lokal (adat istiadat, kepercayaan). 

Tujuan politik desentralisasi adalah demokratisasi supra struktur politik yaitu kepala daerah dipilih langsung oleh anggota masyarakat daerah yang mempunyai hak pilih. Tentu saja hal tersebut harus didahului dengan demokratisasi infrastruktur politik yaitu demokratisasi parpol dan DPRD. Demokratisasi yang paling mendasar adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk  turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam merumuskan kebijakan, perencanaan, maupun pengawasan. 

Kelompok kepentingan dalam masyarakat seperti Petani gurem, asosiasi pedagang kaki lima, paguyuban seniman, punya/ada saluran berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Otonomi daerah bukan hanya sampai kepada DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah beserta perangkat daerahnya, tetapi juga sampai kepada masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam politik lokal, bisa melalui parpol, bisa juga melalui saluran yang diciptakan pemerintahan daerah. 

Tujuan sosial dan ekonomi desentralisasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. 

Dengan otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing. Daerah mampu melahirkan kebijakan yang memudahkan dan melancarkan investasi. Bahkan dengan desentralisasi bukan hanya diserahkannya sebagian wewenang pemerintahan dan keuangan kepada daerah, tetapi juga semua daerah terbangun setara dan merata terutama infrastruktur sehingga daerah bisa mengembangkan potensi ekonominya. Dengan desentralisasi, daerah mendapat wewenang dari pemerintah (pusat). Terjadi pembagian urusan pemerinthan (lihat hal 150-154 buku Otda : UU No 32 dan 33 Tahun 2004). 

Otonomi daerah ada karena terjadi desentralisasi wewenang, karena terjadi penyerahan urusan kepada daerah. Otonomi daerah adalah daerah mengelola sendiri urusan-urusan yang daerah terima. Dengan pengelolaan tersebut berarti daerah memilih sendiri kepala daerahnya (dan wakil kepala daerah), memilih anggota DPRD nya, menetapkan dinas, badan, lembaganya, mengisi personilnya, menetapkan APBD nya, menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakannya serta berkiprah bersama masyarakatnya. 

Daerah ada 2 tingkat (meskipun tidak disebutkan secara nyata dalam tingkatan) yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

Urusan wajib provinsi
:  Pasal 13 UU No 32 Tahun 2004

Urusan wajib Kab/Kota: Pasal 14 UU No 32 Tahun 2004. 

Dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, selain desentralisasi dikenal pula dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada  daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
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PERBANDINGAN OTONOMI DAERAH

(UU No 5 Tahun 1974, UU No 22 Tahun 19999 dan UU No 32 Tahun 2004)

Sebelas hal dalam otda yang mencerminkan semangat para pembuat UU menjawab situasi politik yang berkembang. 

Dalam memahami otonomi daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah akan lebih jelas apabila memperbandingkan 3 UU otonomi yang berlaku terakhir ini. Isi suatu UU dipengaruhi oelh situasi dan semangat yang terjadi dan berlangsung pada saat lahirnya UU tersebut yang kemudian termanifestasikan dalam landasan filosofis dan hal-hal lainnya. 

1. Situasi, Semangat dan Landasan Filosofis
· UU No 5 Tahun 1974 lahir dalam situasi negara baru menghadapi dan menyelesaikan pemberontakan G.30. S/PKI. Keadaan ekonomi yang terpuruk sedang diatasi dengan pembangunan (pelita). Semangat membangun sangat kuat pada waktu itu, dan diyakini bahwa momentum pembangunan akan berlanjut apabila terjadi stabilisasi dalam bidang keamanan yang dikendalikan secara sentralistis. Terasa sekali pada saat itu nuansa pengendalian bergaya militer, situasi dan semangat tersebut melahirkan landasan filosofis keseragaman(uniformity). 

· Undang –undang No 22 tahun 1999 lahir dalam situasi euphoria reformasi, yang menyalahkan pemerintahan  otoriter yang korup (KKN) yang menyebabkan krisis ekonomi, dan semangat yang hidup pada waktu itu ingin terciptanya kesamaan derajat (equality) dan demokrasi. Situasi dan semnagat tersebut melahirkan landasan filosofis keanekaragaman dalam kesatuan. 

· UU No 32 Tahun 2004 lahir dalam situasi banyak terjadi ekses dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 1999, beberapa diantaranya dengan tiadanya bubungan hirarkis antara provinsi dengan kabupaten/kota. Beberapa Bupati/Walikota menunjukkan sikap seperti raja kecil. Dengan dominannya kedudukan DPRD, banyak daerah yang eksekutif dan perangkat daerahnya digoyang DPRD dan DPRD/anggotanya terlibat dalam korupsi (Lord Acton: Power tends corruption). Selanjutnya banyak pimpinan dan anggota DPRD yang mendapat hukuman tindak pidana khusus. Dengan situasi tersebut tumbuh semangat untuk melakukan koreksi terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan ekses dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Semangat untuk melakukan koreksi tersebut mempunyai landasan yuridis TAP MPR No IV/MPR/2000 yang merekomendasikan kepada pemerintah dan DPR agar melakukan perubahan yang bersifat mendasar dan menyeluruh terhadap UU No 22 dan 25 Tahun 1999. situasi dan semangat ini tidak merubah landasan filosofis keanekaragaman dalam kesatuan (Bhinneka Tunggal Ika) dan memelihara kesatuan dan persatuan dengan keanekaragaman. 

2. Rekruitmen DPRD, Rekruitmen Kepala Daerah 
   dan Hubungan DPRD-Kepala Daerah.

· UU No 5 Tahun 1974.  Sesuai  dengan UU pemilu saat itu, menjadi anggota DPRD bisa melalui 2 cara yaitu dipilih dan diangkat. Anggota DPRD yang dipilih yaitu calon yang diajukan oleh parpol dan golkar, sedangkan yang diangkat berasal dari ABRI dan golongan  fungsional.  Kepala Daerah dipilih DPRD.  DPRD memilih 3 calon Kepada Daerah, ketiganya diajukan kepada pemerintah (pusat) dan pemerintah menetapkan salah satunya menjadai Kepala Daerah, tidak terikat kepada jumlah suara yang diperoleh calon. Jelas terlihat pemerintah (pusat) dalam kedudukan yang dominan dalam menetapkan Kepala Daerah. Kepada Daerah berkedudukan pula sebagai Kepala Wilayah yang menjadi pejabat pemerintah pusat di daerah, oleh akrena itu dalam hubungan antara DPRD dengan Kepala  Daerah, Kepala Daerah dalam kedudukan yang dominan. Dalam hal pertanggungjawaban, Kepala Daerah memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya, kepada DPRD Kepala Daerah memberikan keterangan pertanggungjawaban. 

· UU No 22 Tahun 1999. Jalan untuk menjadi anggota DPRD hampir sama dengan UU No 5 Tahun 1974, tetapi tidak ada golongan fungsional yang diangkat. Kepala Daerah dipilih dan pemilihan ini decisive. Pemerintah menetapkan sesuai pilihan DPRD. Dalam hubungan DPRD – Kepala Daerah, DPRD dalam kedudukan yang dominan. Kepala Daerah memberikan pertanggungajwaban kepada DPRD. 

· UU No 32 tahun 2004. Semua  anggota DPRD berasal dari calon  yang diajukan parpol dan dipilih rakyat yang telah mempunyai hak pilih. Begitu juga Kepala Daerah berasal dari calon yang diajukan parpol atau gabungan parpol dan dipilih oleh pemilih. DPRD dan Kepala Daerah kelihatannya betul-betul dalam kedudukan setara sehingga antara kedua lembaga tersebut akan terjadi hubungan  yang checks and balances. Mudah-mudahan demikian keadaannya dalam praktek nanti. Sekarang masih menunggu praktek di dunia empirik sambil mengikuti berjalannya waktu. Dalam prosedur rekruitmen kepala daerah seperti diatas, secara logis harus bertanggungjawab kepada rakyat/masyarakat/konstituen. Tertulis dalam UU, kepada rakyat memberikan inforamasi, kepada DPRD memberikan keterangan pertanggungjawaban dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya. Hal tersebut merupakan format politik baru dalam sistem pemerintahan daerah yang lebih demokratis ? 

3. Pemerintah Daerah dan Peran Utama Pemerintah 

    Daerah

· UU No 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah dan DPRD, peran utama pemerintah daerah adalah promotor pembangunan. Pernyataan bahwa kepala daerah adalah administrator pemerintahan, administrator pembangunan dan administrator kemasyarakatan adalah dalam konotasi pembangunan. 

· UU No 22 Tahun 1999 dibedakan secara tegas lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. DPRD adalah lembaga legislatif, pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah. Peran utama pemerintahan daerah adalah melakukan pelayanan masyarakat. 

· UU No 32 Tahun 2004. pemerintah daerah dan peran utama pemerintah daerah sama dengan UU No 22 Tahun 1999.

4. Hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota. 

· UU No 5 Tahun 1974 menyatakan bahwa propinsi sama dengan daerah tingkat (DT) I dan kabupaten/kotamadya sama dengan DT II, jelas terlihat ada otonomi bertingkat, DT I membawahi DT II. 

· UU No 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa otonomi yang terbatas pada provinsi dan otonomi yang luas pada kabupaten/kota, serta tidak ada hubungan hirarkis antara provinsi dengan kabupaten/kota. 

· UU No 32 tahun 2004 menyatakan bahwa negra kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas  kabupaten dan kota. Pernyataan tersebut mengandung makna adanya tingkatan antara provinsi dengan kabupaten/kota, meskipun tidak sekuat hirarkis UU No 5 Tahun 1974. 

5. Penggunaan Azas Penyelenggaraan Pemerintahan 
    Daerah Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas 
    Pembantuan. 

· UU No 5 Tahun 1974 menerapkan azas desentralisasi sama kuatnya pada DT I dan DT II. Begitu pula azas dekonsentrasi sama kuatnya pada provinsi /DT I dan kabupaten/kota/DT II dan berlanjut sampai pada tingkat kecamatan dan kelurahan. Azas tugas  pembantuan bisa dilakukan pada semua  tingkatan pemerintahan. 

· UU No 22 Tahun 1999 menerapkan azas desentralisasi luas pada kabupaten/kota, dan desentralisasi terbatas pada provinsi. Dekonsentrasi hanya diberikan kepada provinsi, sedangkan azas tugas pembantuan bisa terjadi pada provinsi, kabupaten/kota dan desa. 

· UU No 32 Tahun 2004 mengatur azas desentralisasi secara serasi antara tingkatan pemerintah dengan pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi. Azas tugas pembantuan dan dekonsentrasi sama dengan UU No 22 Tahun 1999. 

6. Transfer Kewenangan Kepada Daerah

· UU No 5 Tahun 1974 menetapkan ada kewenangan pangkal yang diserahkan melalui UU dan ada kewenangan tambahan yang diserahkan melalui peraturan pemerintah (PP) bahkan bagi DT II/kabupaten/kotamadya ada kewenangan tambahan dari DT I/provinsi yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

· UU No 22 Tahun 1999 menetapkan kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi yang terbatas dan mengakui kewenangan kabupaten/kota yang luas dan menetapkan 11 kewenangan wajib. 

· UU No 32 Tahun 2004 menetapkan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Penyerahan kewenangan urusan tersebut atas dasar pertimbangan keserasian antar susunan pemerintahan dalam menghadapi dan memilul eksternalitas, ekuntabilitas serta azas efisiensi. 

7. Sistem Kepegawaian

· UU No 5 Tahun 1974 menerapkan sistem terintegrasi

· UU No 22 Tahun 1999 menerapkan sistem terpisah

· UU No 32 Tahun 2004 menerapkan sistem campuran antara sistem terintegrasi dengan sistem terpisah. 

8. Kedudukan Kecamatan dan Camat

· UU No 5 Tahun 1974, dinyatakan bahwa kecamatan adalah satuan wilayah administratif dan camat berkedudukan sebagai kepala wilayah.

· UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa  kecamatan adalah satuan kerja administrasi pemerintah daerah dan camat adalah perangkat daerah. 

9. Kedudukan Desa

· UU No 5 Tahun 1974 tidak mengatur desa, tetapi diatur secara detail dalam UU No 5 Tahun 1979. Desa  adalah kesatuan administrasi pemerintahan terendah dibawah kecamatan dan diseragamkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. 

· UU No 22 Tahun 1999 dan UU No 32 Tahun 2004 menetapkan desa relatif mandiri dan pengaturannya diserahkan kepada kabupaten. Desa mempunyai pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, tetapi desa sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur  dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota. 

10. Keuangan Daerah

Pembahasan dibatasi pada APBD dan penyaluran uang dari pemerintah (pusat) ke daerah. APBD terdiri atas penyusunan rancangan APBD, penetapan PBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sementara ini dibatasi pada penyusunan anggaran sampai anggaran itu (rencana) bisa dilaksanakan. 

· UU No 5 Tahun 1974, draft anggaran dibuat eksekutif, kemudian dibahas DPRD bersama eksekutif. Dalam pembahasan kedudukan eksekutif lebih kuat. Setelah terjadi kesepakatan APBD ditetapkan, tetapi belum dapat dilaksanakan karena harus mendapat pengesahan dari instansi atasan. APBD kabupaten/kota disahkan Gubernur, APBD provinsi disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila sudah mendapat pengesahan APBD (rencana) baru bisa dilaksanakan. 

· UU No 22 Tahun 1999dalam pembahasan antara DPRD dengan eksekutif, kedudukan DPRD sangat kuat. Setelah APBD ditetapkan, APBD bisa langsung dilaksanakan. Setelah APBD ditetapkan disampaikan kepada Instansi atasan yaitu kabupaten/kota kepada Gubernur dan provinsi kepada Menteri Dalam Negeri untuk diketahui. 

· UU No 32 Tahun 2004, kedudukan instansi atasan luat meskipun tidak sangat kuat; kedudukan DPRD dan eksekutif kelihatannya sama kuat; dan prosedur diatur lebih detail dalam  UU  pasal 180, 181, 185, 186 dan 187. 

Pasal 180 

1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.  

2) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.  

3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan  kepada pejabat pengelola  keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.  

Pasal 181 

1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. 

2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran. 

3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. 

4) Atas dasar  persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah  tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 

Paragraf Kesepuluh 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan  

Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD  dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 

Pasal 185 

1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. 

2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada  Gubernur paling lambat 15  (lima belas)  hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.  

3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.  

4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum  dan  peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama  DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.  

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh  Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan  Perda  tentang APBD dan rancangan Peraturan  Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 

Pasal 186 

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. 

2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda  kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.  

4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi, Bupati/Walikota bersama  DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 

5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya. 

6) Gubernur menyampaikan hasil  evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. 

Pasal 187 

1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 181  ayat (3)  tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD,  kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya  sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD. 

2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. 

3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak  DPRD tidak mengambil keputusan  bersama dengan  kepala  daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. 

4) Apabila  dalam batas  waktu 30 (tiga  puluh) hari  Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah. 

Mengenai penyaluran uang dari pemerintah (pusat) kepada daerah terdapat perbedaan sbb: 

Berdasarkan pasal 57 UU No 5 Tahun 1974 perimbangan antara pemerintah (pusat) dan daerah diatur dengan UU, tetapi sampai berakhir masa berlakunya UU No 5 Tahun 1974, UU perimbangan keuangan tidak pernah terbit. 

Dalam praktek penyaluran uang  dari pemerintah (pusat) ke daerah melalui subsidi daerah otonom dan berbagai macam onpres. Penyaluran uang tersebut disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang detail, bahkan setiap awal tahun anggaran Aparat Departemen Dalam negeri turun ke daerah, rapat dengan daerah membahas/melaksanakan juklak dan juknis tersebut. Sangat jelas tampak daerah hampir-hampir tidak punya diskresi, tetapi dengan peristiwa tersebut berlangsung lama sehingga sudah menjadi kebiasaan, bagi Aparat Pelaksana di daerah hal tersebut menjadi sesuatu hal yang dilakukan dengan rasa senang. 

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 salah satu sumber pendapatan daerah adalah dana perimbangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diatur dengan UU No 25 Tahun 1999. Dana perimbangan terdiri dari:

a. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan dari sumber daya alam. 

b. Dana alokasi umum

c. Dana alokasi khusus

Ketiga jenis dana tersebut diserahkan langsung kepada daerah tidak dengan petunjuk teknik penggunaannya yang mendetail.

Dengan UU No 32 Tahun 2004 penyaluran uang dari pemerintah pusat ke daerah sama dengan pelaksanaannya penyaluran uang yang berlaku sebelumnya. Kewenangan diskresi daerah besar, UU perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, UU No 33 Tahun 2004 bukan hanya menyelaraskan dengan UU No 32 Tahun 2004, tetapi juga mengikuti perkembangan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara yang terjadi pada waktu itu. 

11. Pembinaan dan Pengawasan

· Pasal 67 UU No 5 Tahun 1974 berbunyi : Menteri Dalam Negeri melaksanakan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, baik mengenai urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan”. Dalam pasal tersebut tidak ada penjelasan lagi. Tetapi dalam penjelasan umum ada wewenang, tugas dan kewajiban kepala wilayah sbb: 

a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah

b. Pembinaan ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa

c. Penyelenggaraan koordinasi terhadap instansi-instansi vertikal

d. Bimbingan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah

e. Pembinaan tertib pemerintahan

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

· Pasal 112 ayat (1) UU No 22 Tahun 1999 berbunyi: “ Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah”. Dalam penjelasannya diterangkan bahwa “yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. Memperhatikan isi pasal diatas pembinaan pemerintah pusat kepada daerah lemah sekali. Tentu saja akan lebih amat sangat lemah wewenang pembinaan Gubernur kepada kabupaten/kota.

· UU No 32 Tahun 2004, pembinaan pemerintah (pusat) kepada daerah dikuatkan lagi, meskipun tidak sekuat UU No 5 Tahun 1974. Hal itu dapat disimak dari penjelasan umumnya yang menerangkan bahwa : “Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah  dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya  tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam rangka  pembinaan oleh Pemerintah, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen melakukan pembinaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang  dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk pembinaan dan pengawasan provinsi  serta oleh gubernur untuk pembinaan dan pengawasan kabupaten/kota”. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada Pasal 217:
      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 217 

1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang 

meliputi : 

a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; 

b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan; 

c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan; 

d. pendidikan dan pelatihan; dan 

e. perencanaan, penelitian,  pengembangan, pemantauan, dan  evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.  

2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. 

3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan. 

4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan. 

5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala  bagi kepala daerah atau wakil kepala  daerah, anggota DPRD,  perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa. 

6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan. 

7) Pelaksanaan ketentuan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian. 

Selanjutnya dalam hal pengawasanpun alur, ritme, intensitasnya hampir sama dengan pembinaan. UU No 5 Tahun 1974 menganut paham pengawasan pemerintah yang kuat, intensif dan ekstensifUU No 22 Tahun 1999 menganut paham pengawasan yang lemahUU No 32 Tahun 2004 menganut paham pengawasan pemerintah yang tidak lemah, tetapi tidak kuat. 

· Berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 pemerintah melakukan pengawasn terhadap semua bidang yang menjadi urusan daerah. Pengawasannyapun ada pengawasan preventif dan ada pengawasan represif. Peraturan daerah meskipun sudah ditetapkan, untuk bisa berlaku masih harus mendapat pengesahan dari pemerintahan tingkat atasnya. Bahkan mesekipun sudah disahkan masih terus diawasi jangan sampai bertentangan dengan kepentingan umum. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan prakiraan konsumsi waktu Pemda kabupaten/kota dalam menghadapi pengawasan. Sebelum dilakukan pengawasan kabupaten/kota harus melakukan persiapan antara lain mengisi daftar pertanyaan tertulis. Pada waktu terjadi harus melayani pemeriksa. Setelah selesai pengawasan harus melakukan tindak lanjut temuan pemeriksaan. Dan 3 bulan setelah pemeriksaan harus siap dipanggil pemeriksa untuk melaporkan langkah tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan. Badan/instansi yang melakukan pengawasan intern kabupaten/kota mempunyai Inspektorat Wilayah pengawasan kabupaten/kota. Dari provinsi mendapat pengawasan dari Inspektorat Pengawasan Provinsi. Dari departemen dalam negeri mendapat pengawasan dari Inspektorat Jendral. Dari pemerintah mendapat pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Dari luar pemerintah mendapat pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Tiap-tiap badan pengawas dalam 1 kali pemeriksaan menggunakan waktu antara 2 minggu sampai 1 bulan. Pemeriksaan diatas adalah pemeriksaan rutin. Belum kalau ada hal khusus yang harus dilakukan pemeriksaan. Dari ilustrasi diatas ½ waktu kerja dalam 1 tahun bagi pemda kabupaten/kota dipergunakan untuk menghadapi/melayani instansi/badan pengawas. 

· Pengawasan pemerintah berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 dapat disimak dari penjelasan umum : “ ..... pengawasan lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, peraturan daerah yang ditetapkan daerah otonom tidak memerlukan pengesahan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang”.  Bahkan dalam ranghka pengawasan represifpun apabila ada peraturan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan dibatalkan pemerintah, daerah yang tidak menerima keputusan pembatalana dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukannya kepada pemerintah (Pasal 114 ayat (4)). Dengan demikian pemerintah hampir tidak melakukan pengawasan terhadap daerah. 

· UU No 32 Tahun 2004 menganut paham pengawasan pemerintah yang tidak lemah dan tidak kuat, kelihatannya sedang-sedang saja. Hal tersebut dapat disimak pada Pasal 218: 

1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:   

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 

b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; 

2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah  sesuai peraturan perundang-undangan. 
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PEMERINTAHAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEUANGAN DAERAH, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH, KEPEGAWAIAN DAERAH, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, DAN DESA.

Baca halaman 154 sampai dengan 165 Penjelasan Umum UU No 32 Tahun 2004. 
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PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Dewasa ini ada 4 hal yang (akan) membedakan isi dan warna perencanaan pembangunan daerah yaitu: 

1. Hilangnya GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang merupakan landasan dan arah pembangunan jangka panjang. 

2. Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah yang mengkampanyekan visi dan misinya, akan memberikan isis dan warna kepada rencana pembangunan jangka menengah

3. Kedudukan dan peran DPR/DPRD lebih kuat

4. UU No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sedang dirubah. 

Berbeda dengan isi UU otonomi daerah sbelumnya, dalam UU No 32 Tahun 2004 untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, ditetapkan tonggak-tonggak dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu: RPJP, RPJM, RKPD, Renstra SKPD dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Rencana pembangunan daerah tersebut merupakan suatu kesatuan dalam sistem pembangunan nasional. 

1. RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Didalamnya memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional. RPJP ditetapkan dengan Perda. 

2. RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah). Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Berisi penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah dalam RPJP. Membuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM ini berisi juga program kerja kepala daerah sesuai janji kampanye dalam Pilkada. 

3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 1 tahun, merupakan penjabaran dari RPJM yang memuat rancangan kerangka otonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

4. Renstra SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah). Dirumuskan dalam bentuk rencana kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra SKPD berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif, tentu saja harus sesuai pula dengan RKPD. 

5. Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran setiap tahun Renstra SKPD dan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) :

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. 

2. Program kewilayahan dan lintas wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar kementrian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawasan. 

Selanjutnya dalam penjelasan umum dijelaskan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam UU ini mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu:

1. politik

2. teknokratik

3. partisipatif

4. atas bawah (top-down)

5. bawah-atas (bottom-up)

· Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah merupakan bagian dalam proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Oleh karena itu rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJP 5 tahun = masa jabatan presiden/kepala daerah). 

· Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. 

· Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. 

· Sedangkan pendekatan atas bawah dan bawah atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa. 

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

1. penyusunan rencana

2. penetapan rencana

3. pengendalian pelaksanaan rencana

4. evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat langkah).

1. Langkah pertama, adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. 

2. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. 

3. Langkah berikutnya  adalah melibatkan masyarakat (stake holder)  dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. 

4. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai UU/peraturan daerah, rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Kepala Daerah dan rencana pembangunan tahunan nasional/ daerah ditetapkan sebagai peraturan Presiden/Kepala Daerah. 

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana terebut oleh pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bapeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari asing-masing pimpinan Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.  Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap kementrian/lembaga baik pusat atau daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, kementrian/lembaga, baik pusat maupun daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. 

5

APBD (ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH)

APBD adalah anggaran keuangan dalam satu tahun kerja yang terdiri atas penerimaan dan pengeluaran daerah, yang mencerminkan RKPD dan bagi satuan kerja perangkat daerah, anggaran satuan kerjanya merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra  SKPD  dan Renja SKPD nya. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat evaluasi; bagi APBD provinsi mendapat evaluasi dari Menteri Dalam Negeri, bagi APBD Kabupaten/Kota mendapat evaluasi dari Gubernur. 

Dari penjelasan diatas ada kesan bahwa APBD menterjemahkan RKPD sehingga bisa operasional. Kesan tersebut benar, tapi jangan ditarik logika bahwa kedudukan RKPD dominan terhadap APBD, sebab menjelang penyusunan APBD bisa terjadai perubahan prakiraan penerimaan uang atau terjadi sesuatu diluar prakiraan yang memerlukan penanganan segera. Dengan alasan yang tepat APBD bisa kurang sesuai dengan RKPD, dan APBD mendapat legitimasi tertinggi di daerah yaitu ditetapkan dengan peraturan daerah dan sebelumnya mendapat evaluasi dari atasan. 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui PRD, pnyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD, dan tahun kerja APBD berlangsung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD mempunyai siklus penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. 

A. Penyusunan Anggaran

Dalam menyusun anggaran yang menjadi fokus perhatian : penerimaan, pengeluaran, penjelasan atas pertanyaan berapa dan mengapa atas kedua hal tersebut serta proses yaitu urutan kegiatan sampai ditetapkan menjadi APBD. 

Penerimaan daerah berasal dari:

1. Pendapatan asli daerah dan pembiayaan

2. dana perimbangan

3. lain-lain pendapatan.

Pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

b. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah. 

c. Jasa, bisa jasa umum bisa jasa usaha. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial, karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

d. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (UU No 34 Tahun 2000). 

e. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

f. Lain-lain PAD yang sah yaitu:

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

b. Jasa giro

c. Pendapatan bunga

d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing

e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dana atau jasa oleh pemerintah. 

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. 

Pembiayaan bersumber dari:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

b. Penerimaan pinjaman daerah

c. Dana cadangan daerah

d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Berdasarkan UU No 34 Tahun 2000, jenis pajak provinsi terdiri dari:

a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

b. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari:

a. pajak hotel

b. pajak restoran

c. pajak hiburan

d. pajak reklame

e. pajak penerangan jalan

f. pajak pengambilan bahan galian golongan C

g. pajak parkir

Sumber penerimaan daerah berikutnya adalah dana perimbangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem keuangan pemerintahan dalam negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara proporsional, demokratis, adil, transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban, pembagian wewenang dan tanggungjawab serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut. 

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana perimbangan terdiri atas:

1. Dana bagi hasil (DBH). Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

2. Dana alokasi umum (DAU). Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

3. Dana alokasi khusus (DAK). Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: 

1. Pajak bumi dan bangunan (PBB)

2. Bea perolehan atas hak tanah dan bangunan (BPHTB)

3. Pajak penghasilan (PPH)

Dana bagi hasil yang bersumber dari sumberdaya alam yaitu: kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan gas bumi. 

Pertimbangan menetapkan besarnya dana alokasi umum adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. 

2. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNS daerah. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar umum, yang diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik bruto per kapita dan indeks pembangunan manusia. 

3. Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara propinsi dengan kabupaten/kota. 

Dana alokasi khusus dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, ditetapkan oleh kementrian negara/departemen teknis. Daerah penerima DAK diwajibkan menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari alokasi DAK. 

Selanjutnya pada sisi pengeluaran setelah menghitung belanja gaji dan tunjangan serta pemeliharaan, bahan pertimbangan utama untuk menentukan angka pengeluaran adalah RKPD dan situasi darurat yang harus mendapat penanganan segera. Jumlah angka seluruh pengeluaran sama dengan jumlah angka penerimaan (anggaran berimbang, bukan anggaran defisit). Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk untuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Semua hal tersebut dengan mempertimbangkan analisa standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal. 

Adapun proses penyusunan APBD sebagai berikut: Kepala daerah menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Kemudian kepala SKPD menyusun rencana kerja dan anggaran SKPD dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran SKPD tersebut disampaikan kepada Pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya.

Kepala daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Kemudian dibahas Pemda bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran. Selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, DPRD telah mengambil keputusan untuk menyetujui rancangan perda diatas. 

Atas dasar persetujuan DPRD, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah  (PKD) tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD. Langkah selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang APBD oleh instansi atasan yaitu kabupaten/kota oleh Gubernur dan provinsi oleh Menteri Dalam Negeri. 

Rancangan perda Kab/Kota (Provinsi) tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota (Gubernur) paling lama 3 hari disampaikan kepada Gubernur/Menteri Dalam negeri untuk dievaluasi.  Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur (Mendagri) kepada Bupati/Walikota (Gubernur) paling lama 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan perda Kab/Kota (Provinsi) dan rancangan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD. 

Apabila Gubernur (Mendagri) menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota (Gubernur) menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota (Gubernur). Dan apabila Gubernur (Mendagri) menyatakan hasil evaluasi rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/ Walikota (Gubernur) bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak diterimanya hasil evaluasi. 

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota (Gubernur) dan DPRD, dan Bupati/ Walikota (Gubernur) tetap menetapkan rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur), Gubernur (Mendagri) membatalkan perda dan peraturan Bupati/Walikota (Gubernur) dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya APBD tahun sebelumnya. 

Apabila 1 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan  kepala daerah tentang APBD. Rancangan peraturan kepala daerah tersebut  dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Mendagri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. 

Untuk memperoleh pengesahan,  RPKD tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan perda tentang APBD. 

Apabila dalam batas waktu 30 hari Mendagri atau Gubernur tidak mengesahkan RPKD tersebut. Kepala Daerah  menetapkan RPKD tersebut menjadi peraturan Kepala Daerah. 

Setelah APBD ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran yang harus mengikuti aturan pelaksanaan tata usaha keuangan daerah. Dalam tata usaha keuangan daerah, dikenal pejabat keuangan: otorisator, ordonator, bendahara, atasan langsung, pinlak (pimpinan pelaksana) dan kepala satuan kerja. 

a. Otorisator adalah pejabat yang berwenang memerintahkan pengeluaran uang setinggi-tingginya sama dengan angka anggaran. Otorisator dipegang langsung oleh kepala daerah atau pejabat lain yang ditunjuknya. 

b. Ordinator adalah pejabat yang berwenang menguji kebenaran tagihan dan mengeluarkan surat perintah membayar setinggi-tingginya sama dengan angka otorisasi/keputusan otorisator.

c. Bendahara adalah pejabat yang berwenang menerima dan menyimpan uang dan mengeluarkannya atas perintah atasan langsung dan mempunyai kewajiban untuk membukukannya disertai menyimpan semua tanda bukti dan membuat laporan. 

d. Atasan langsung adalah atasan bendahara yang berwenang memberi perintah mengeluarkan uang dan mengawasi bendahara, dan mempunyai kewajiban mempertanggung-jawabkan semua yang dilakukannya yang berhubungan dengan uang dinas yang menjadi tanggungjawabnya. 

e. Pimpinan pelaksana adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas satuan pelaksanaan kegiatan pembangunan. 

f. Kepala satuan kerja bertanggungjawab atas segala kejadian yang berkaitan dengan uang daerah dalam lingkungan satuan kerjanya. 

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD (tidak ada uang daerah non budgetair) dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah.  Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi. Setiap pengeluaran harus cukup tersedia anggarannya dan kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan DPRD dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 

Apabila terjadi: 

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja

c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dapat dilakukan perubahan APBD. 

Pemda mengajukan rancangan perda tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Pengambilan keputusan perubahan APBD dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Langkah, proses dan prosedur lainnya mengenai perubahan APBD sama dengan penyusunan APBD seperti telah diuraikan diatas. 

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD kepada DPRD. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa  oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

Laporan keuangan tersebut sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca yang dilampiri dengan keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Laporan keuangan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. 

B. Hubungan Penyusunan Anggaran dengan Perencanaan Daerah (Paparan Modul I Perencanaan Pembangunan Daerah, Departemen Dalam negeri, Direktorat Jendral Bina Administrasi Keuangan Daerah, 2006).

Perencanaan daerah :

1. disusun sesuai dengan kewenangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan nasional.

2. jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan)

3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan & penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian.

Dasar Hukum:

1. UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

3. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

4. PP No 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan

5. PP No 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga

6. PP No 58 Tahun 2005 tentang Penyusunan Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Permendagri No 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

8. SK Mendagri No 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP daerah dan RPJM daerah tanggal 11 Agustus 2005. 

1. RPJP daerah berfungsi sebagai :

· Pedoman penyusunan visi, misi dan program prioritas para calon kepala daerah

· Pedoman dalam penyusunan RPJM daerah

· RPKP daerah provinsi menjadi acuan penyusunan RPJP daerah kabupaten/kota. 

2. RPJM daerah berfungsi sebagai:

· Pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra SKPD menjadi Renstra SKPD. 

· Bahan utama penyusunan RKP daerah. 

· Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja kepala daerah. 

· RPJM daerah provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJM daerah kabupaten/kota. 

3. RKP daerah digunakan sebagai :

· Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

· Pedoman penyusunan RAPBD

4. Dalam menyusun RPJM daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM daerah berakhir. Hal ini adalah untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa awal jabatan kepala daerah yang baru, disebut sebagai program transisi. 

5. Rencana kerja pemerintahan (RKP) daerah merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan (APBD) untuk tahun berkenaan. 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan yang disiapkan oleh daerah merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, mulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan penganggaran. 

2. RPJP daerah ditetapkan dengan perda yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan visi, misi dan program prioritas dan pedoman  penyusunan RPJM daerah serta RPJP daerah provinsi menjadi acuan dalam penyusunan RPJP daerah kabupaten/kota. 

3. RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan daerah berfungsi sebagai:

a. Pedoman bagi kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan renstra SKPD menjadi renstra SKPD. 

b. Bahan utama penyusunan RKP daerah

c. Dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja kepala daerah

d. RPJM daerah provinsi merupakan bahan masukan dalam penyusunan RPJM daerah kabupaten/kota. 

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai:

a. Pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD

b. Pedoman penyusunan RAPBD

5. Dalam menyusun RPJM daerah ini ditambahkan rancangan program indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode RPJM daerah berakhir. 

6. RKP daerah merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan (APBD) untuk tahun berkenaan. 

7. Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan baik RPJP daerah, RPJM daerah dan RKP daerah mmerlukan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

6
DEMOKRASI PEMERINTAHAN DAERAH

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam rekruitmen pejabat publik yang pejabat politik, dipilih melalui pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 

Akhir-akhir ini pemerintahan demokratis bukan hanya dicirikan dengan pejabat politiknya dipilih, tetapi juga dalam menjalankan praktek pemerintahannya sehari-hari lebih mengutamakan partisipasi masyarakat daripada hanya berlangsung kompetisi dan kontestasi elite. Partisipasi bukan hanya dalam bentuk keterlibatan masyarakat secara berkala dalam pemilu, partisipasi terjadi pula dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, baik dalam perumusan kebijakan publik maupun evaluasinya dan masyarakat mempunyai akses dan kontrol atas pelaksanaan kebijakan publik. Konsep ini dikenal dengan istilah governance.

Paradigma governance adalah pemerintahan yang melibatkan pemerintah, civil society dan dunia usaha dan interaksi terjadi dalam kedudukan yang sejajar, atau sering pula dijelaskan bahwa governance adalah kepemerintahan yang mempunyai 3 unsur utama/domain yaitu state, sektor masyarakat dan sektor privat. 

Domain state dalam pemerintahan daerah adalah DPRD, Kepala Daerah dan SKPD. Sektor masyarakat adalah civil society yang menurut Bank Dunia mempunyai ciri non profit, independent from goverment, demokratis, memihak kepada humanisme dan yang terpinggirkan. Akan tetapi bagi Indonesia cirinya lebih luas yaitu semua organisasi masyarakat warga yang dibentuk pemerintah seperti LKMD atau dengan sebutan lainnya dibentuk menurut Kepres No 49 Tahun 2001. Adapun sektor privat adalah asosiasi/lembaga dunia usaha. 

A. Hubungan Antara Komponen Governance

Diskusi tentang governance pada dasarnya menyangkut hubungan antara ketiga komponen diatas. Pertanyaannya adalah bagaimana hubungan itu seharusnya, baik yang menyangkut hubungan eksternal (dengan komponen luar) maupun hubungan internal (antara sub komponen). Untuk menjawab pertanyaan ini, kita beralih ke sejumlah teori yang pernah mengatakan hakikat hubungan itu. 

Secara singkat hubungan antara komponen governance yang digambarkan Jessop
 adalah hubungan dialektik yang memungkinkan ketiga komponen itu mampu mengorganisasi sendiri (governance sebagai self organising). Namun, kesulitannya dalah bagaimana cara menerjemahkan cara berpikir Jessop itu untuk melihat kenyataan governance di lapangan. 

Heterarchy merupakan konsep baru yang jarang dikenal orang. Sinonim heterarchy adalah self organising  yang dalam bahasa Indonesianya kurang lebih mengorganisasi sendiri apa yang perlu untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi kalau organisasi dilihat sebagai cara atau alat untuk mencapai suatu tujuan (means end scheme) sendiri, disini menunjuk pada semua usaha bersama yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mendtangkan keuntungan bersama pula. 

Secara singkat hubungan antara ketiga komponen governance bersifat koordinatif dan negosiatif (musyawarah, rembug, dialog dsb). Koordinasi dan negosiasi saling terkait. Keterkaitan itu dapat dirumuskan sebagai negosiasi dilakukan dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama sedangkan koordinasi dalam governance itu dilakukan dalam rangka memungkinkan semua hal yang menyangkut kepentingan bersama ini dapat dinegosiasikan. Dengan kata lain negosiasi merupakan mekanisme paling inti dalam koordinasi atau koordinasi merupakan mekanisme penting dalam mendorong terjadinya negosiasi dalam governance. Proses bagaimana koordinasi dan negosiasi dapat berjalan dalam governance disebut heterarchy dan self organising.  (Jessop 1999 : 33).

Koordinasi dan negosiasi yang sebelumnya (atau mungkin juga sekarang masih ditemukan juga) terjadi dalam suatu hubungan hirarkis (didominasi oleh pemerintah), sering juga anarkis (asal jadi, serabutan, tanpa ada saling kontrol). Akan tetapi, bagaimana atau apa hakikat koordinasi dan negosiasi dalam perspektif heterachy/self organising itu dalam konteks governance? 

Dengan mengacu pada pandangan Mayintz tentang pentingnya negosiasi, Jessop menambahkan bahwa negosiasi yang berhasil itu harus dapat mengurangi ketidaksepahaman antara komponen-komponen dalam governance, seperti yang terlihat pada kutipan berikut ini: 

.... negosiasi secara khas terjadi dalam konteks bentuk jaringan interpersonal dan interorganisasional yang kurang lebih kompleks, yang mempersatukan mereka yang terlibat dalam negosiasi; dan kunci utama untuk suatu negosiasi yang berhasil adalah noise reduction, yakni berkurangnya kesaling tidak pahaman dalam komunikasi antara pelbagai tatanan institusional yang berbeda dalam dan melalui usaha meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap rasionalitas, identitas dan kepentingan yang berbeda. Sekali kesepakatan tercapai, mereka membtnuk basis untuk koordinatif positif dan negatif bagi kegiatan mereka. 

Lebih lanjut Jessop mengatakan bahwa dengan munculnya self organising melalui musyawarah, terjadilah saling ketergantungan diantara mereka, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pasar dan pemerintah. Pokok aliran inilah yang menjadi dasar untuk mengembangkan kajian yang berhubungan dengan masalah self organising di tingkat civil society yang terjadi diantara mereka, dan dalam hubungannya dengan dua komponen governance lainnya yakni pemerintah dan pasar. Namun demikian, konsep-konsep yang digunakan Jessop dalam self organising ini tidak jauh berbeda dari konsep-konsep inti dalam kapital sosial. 

Dalam rangka memperjelas self organising dalam governance, Jessop membedakan tiga macam self organizing yang nampaknya dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam apa yang terjadi dalam proses mengorganisasi sendiri itu. Ketiga macam self organising  itu :

1. pembentukan jaringan interpersonal  (interpersonal net working)

2. hubungan antar organisasi (organizatinal relation)

3. pengendalian antar sistem (inter systemic steering)

Ketiga tipe self organising itu mempunyai hubungan dalam pengertian: tipe yang bersifat interpersonal menjadi dasar yang kuat untuk tipe antar organisasi, dan tipe antar organisasi menjadi dasar yang kuat untuk tipe antar sistemik. Jika dikaitkan dengan relevansi lapangannya, ketiga tipe self organising dan penjelasannya sebagai berikut: 

	Tipe Self Organising
	Penjelasan
	Relevansi Lapangan

	pembentukan jaringan interpersonal  
	Interaksi antar individu yang menjadi dasar untuk pembentukan jaringan
	Forum diskusi yang memungkinkan orang dapat berinteraksi, menjalin hubungan kerja

	hubungan antar organisasi
	Negosiasi, koordinasi positif untuk memadukan kepentingan, sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan bersama bagi pihak terkait
	Hubungan antar sub komponen atau antar komponen governance

	pengendalian antar sistem
	Pengurangan perbedaan pendapat dan koordinasi negatip, dengan memperhitungkan hal-hal yang bertentangan
	Hubungan antar komponen / sub komponen yang saling mendukung


B. Tempat Kapital Sosial Dalam Governance
Hubungan antara ketiga komponen governance sudah dijelaskan diatas. Akan tetapi agar hubungan itu dapat dipahami dengan suatu kerangka tertentu, ditengah-tengah ketiga komponen itu ditempatkan suatu konsep yakni kapital sosial. Fungsi kapital sosial untuk menunjukkan bahwa dengan sejumlah konsep yang terdapat dalam kapital  sosial, maka hubungan ketiga komponen itu menjadi lebih jelas. Dari pembahasan Jessop dan Dewantari mengenai governance, ada sejumlah konsep yang tumpang tindih dengan konsep kapital sosial. Karena itu, ada alasan yang kuat untuk memanfaatkan perspektif  kapital sosial agar hubungan ketiga komponen itu dapat dimengerti dengan lebih sistematis. 
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Konsep kapital sosial yang dimaksudkan disini merupakan kombinasi dari dua definisi yang saling terkait: kapital sosial menunjuk pada institusi, hubungan dan norma yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial dalam masyarakat (Bank Dunia: Internet 2000). Berikut ini diberikan definisi M Woolcock et al : Kapital sosial menunjuk  pda norma dan jaringan yang memungkinkan orang untuk bertindak secara kolektif 
. Dengan mengacu pada definisi ini, Woolcock menerapkan 4 macam perspektif yang menggambarkan hubungan antara komponen-komponen governance diatas. 

1. persepktif komunitarian secara operasional menunjuk kapital sosial pada organisasi lokal yakni asosiasi, perkumpulan (club) dan kelompok warga (Civil group).

2. kapital sosial dalam perspektif jaring (network) menunjuk pada asosiasi horizontal dan vertikal yang terbentuk antar manusia serta hubungannya dengan kelompok-kelompok komunitas dan asosiasi. Masalah utamanya disini adalah integrasi sosial (solidaritas internal) yang memungkinkan tujuan kolektif mereka terpenuhi secara bersama-sama pula. Akan tetapi, persepktif ini mengatakan bahwa solidaritas internal saja tidak cukup. Perlu membangun suatu jaringan antar berbagai civil societies dan atau dunia usaha dalam masyarakat. Jaringan horisontal yang ada dapat menjadi dasar bagi orang-orang tertentu untuk memenuhi kepentingan sempit dari kelompok-kelompok tertentu. Singkatnya, ada jaringan yang fungsional untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ada pula yang sebaliknya. 

3. kapital sosial dalam perspektif institusional dilihat sebagai variabel terikat. Perspektif ini mengatakan bahwa vitalitas jaringan komunitas dan civil society (masyarakat sipil) sebagian besarnya merupakan produk dari politik, hukum dan institusi. Kemampuan kelompok-kelompok sosial dalam civil society dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kualitas institusi formal, tingkat kepercayaan yang ada pada masyarakat umumnya (generalized trust).

4. kapital sosial dalam perspektif sinergi merupakan integrasi dari perpsektif  jaringan dan institusional. Komentar terhadap studi-studi tentang kapital sosial yang menggunakan perspektif jaringan dan institusional yang mendorong munculnya perspektif sinergi ini:

a. baik pemerintah maupun civil society secara tidak inheren baik dalam mencapai tujuan bersama; pemerintah, dunia usaha, civil society adalah variabel yang memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan bersama. 

b. Negara, dunia usaha dan komunitas (civil society) saja tidak memiliki sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mendorong perkembangan yang berbasis luas dan berkelanjutan. Saling melengkapi, kesetaraan dalam dan antar sektor sangat dibutuhkan. Yang harus dilakukan disini adalah bagaimana membentuk sinergi diantara sektor yang berbeda-beda itu.

c. Dari ketiga komponen governance diatas, peran negara/pemerintah dalam mendorong perkembangan masih sangat penting dan problematik. Alasannya adalah behwa pemerintah merupakan agen yang tidak hanya memberikan pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan) dan penerapan hukum dalam berbagai hal yang strategik untuk perkembangan ekonomi, melainkan juga gender, politik dan agama.

Ada 2 konsep utama dalam perspektif sinergi: komplementaritas dan embeddedness (keterlambatan, keterpautan). Komplementaritas menunjukkan pada hubungan saling mendukung antara sektor publik dan swasta (pemerintah dan swasta) yang terwujud dalam kerangka peraturan dan hukum yang melindungi hak untuk mengadakan asosiasi, atau misalnya pengadaan transport oleh pemerintah untuk memfasilitasi pertukaran yang terjadi antara asosiasi yang ada dalam komunitas. Embeddedness menunjukkan pada hakikat dan luasnya ikatan-ikatan yang menghubungkan warga dan pegawai negeri. Jadi ada ikatan sosial yang menautkan state dan civil society. 

C. Masalah-masalah Sekitar Pendekatan Governance

Governance bukanlah suatu pendekatan yang sempurna. Salah satu masalah utamanya adalah rasionalitas. 

1. dalam rangka pembentukan jaringan interpersonal, self organising dalam bentuk koordinasi atau negosiasi hanya dapat berjalan lancar kalau para anggota/ pengikut dari ketiga komponen itu mempunyai pengetahuan yang seimbang dan cara berpikir yang menungkinkan komunikasi dapat berjalan (noise reduction). 

2. dalam rangka hubungan antar organisasi yang mewakili ketiga komponen (state – civil society – market) dan untuk level makro yang terkait koordinasi pengendalian inter sistemik, ada perbedaan tipe rasionalitas yang dapat menyebabkan munculnya ketidaksepahaman (noise). Tipe rasionalitas pasar itu bersifat formal prosedural dengan prioritas utama mengejar keuntungan semaksimal mungkin. Sebaliknya tipe rasionalitas pemerintah bersifat substantif dengan prioritas pada goal orientation, efektif dalam mensukseskan pelaksanaan sebuah kebijakan. Di lapangan atau pengalaman yang sudah-sudah menunjukkan parahnya masalah subtantif ini dalam pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah, yang dalam koordinasi dan negosiasinya cenderung serabutan, asal jadi dan serampangan saja. Koordinasi kedua jenis rasonalitas ini cenderung menghasilkan rasionalitas sempit, picik, oportunis dan terbatas. 

3. menurut Jessop, hiterarchic governance didasarkan pada rasionalitas reflektif, yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh komitmen terus menerus untuk mengadakan dialog, komunikasi, negosiasi, koordinasi yang dapat menghasilkan pertukaran informasi yang memungkinkan noise reduction rasionalitas picik/sempit, oportunisme dll. Dari namanya sendiri, rasionalitas refleksif itu menunjukkan pada perkembangan rasionalitas (baik subtantif maupun prosedural formal) melalui dialog/ koordinasi/negosiasi yang terus menerus. Jadi rasionalitas negosiasi berikutnya harus didasarkan pada refleksi terhadap penerapan rasionalitas pada negosiasi sebelumnya.  Menurut Jessop selanjutnya, rasionalitas reflektif akan menghasilkan saling ketergantungan, konsensus, pemahaman antara ketiga komponen governance sehingga hubungan ketiga komponen governance itu menjadi setara. Ini yang susah dicapai. 

D. Solusi Untuk Pendekatan Governance yang
    Sukses

Solusi yang ditawarkan Jessop sangat menarik dan cukup relevan untuk dikaji lebih lanjut. Menurutnya mekanisme governance yang efektif itu harus memperhatikan keempat syarat sebagai berikut: 

1. penyederhanaan model dalam praktek yang dapat mengurangi kompleksitas masalah tetapi sejalan dengan proses yang sebenarnya dan relevan  dengan tujuan governance. Yang tetap juga diperhatikan dalam proses simplifikasi ini adalah masalah-masalah efek samping, saling ketergantungan, dan masalah-masalah yang mungkin muncul. 

2. pengembangan kemampuan (capacity building) yang bertujuan mendorong belajar interaktif yang dinamis tentang berbagai proses yang terkait secara kausal, bentuk-bentuk saling ketergantungan, karakteristik tanggungjawab yang kompleks. 

3. membangun metode untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan lintas kekuatan sosial yang berbeda dengan identitas, kepentingan dan sistem makna yang berbeda-beda tentang cakrawala (cakupan pandang) dan mengenai struktur dan wilayah tindakan yang berbeda-beda. Disinilah pentingnya rasionalitas refleksif dalam self organising yang terkait pertukaran, negosiasi, masalah hubungan dengan pemerintah (hirarki) dsb.

4. membangun suatu pandangan bersama tentang dunia tindakan individu (common world view) yang dalam perspektif heterarchic governance ini mengarah kepada kebersamaan , dialog, konsensus, koordinasi bersama yang saling menguntungkan. Disamping itu perlu pula membangun suatu meta governance untuk memantapkan orientasi, harapan dan aturan perilaku para pemain utama  dalam governance.  Penegasan makna heterarchic; dalam teori pembagian kekuasaan, telah terjadi pembagian kekuasaan secara horisontal yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam desentralisasi terjadi pembagian kewenangan secara vertikal hirarchic yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dalam governance terjadi pembagian dan keterpaduan peran antara ketiga domain yaitu state, sektor masyarakat dan sektor privat. Pembagian peran tersebut tidak vertikal hirarki dan bukan horisontal terbagi, pembagian peran tersebut bersifat horisontal heterarchic. 

Begitulah konsep  praktek demokrasi hasil pemikiran yang bersumber dari budaya barat. Bagaimana realita, dunia empiris,  praktis yang berlangsung di daerah NKRI ? guna mengungkap hal tersebut akan diulas perencanaan pembangunan daerah dan pertanggungjawaban kepala daerah. 

1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam kampanye pemilihan kepala daerah, calon kepala daerah menawarkan program-program pembangunan. Dengan asumsi semua pemilih menetapkan pilihannya berdasarkan kesesuaian dan harapan akan terlaksananya program-program pembangunan daerah yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah, maka RPJM, RKD sampai dengan APBD harus berisi penjabaran dari agenda pembangunan yang ditawarkan kepada daerah. Meskipun ada pembatasan yang terjadi pada pertimbangan teknis dari birokrasi dan pertimbangan kepentingan politik dalam pembahasan di DPRD (UU No 25 Tahun 2004, Penjelasan Umum). Perencanaan pembangunan terdiri atas 4 tahap yaitu penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana. Dalam tahap penyusunan rencana terdiri atas 4 langkah 

yaitu :

· Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur yang disiapkan oleh Bapeda. 

· Langkah berikutnya masing-masing SKPD menyiapkan rancangan kerja dengan berpedoman kepada rancangan pembangunan yang telah disiapkan. 

· Terjadi partisipasi pada langkah ketiga. Pihak yang berkepentingan baik masyarakat,warga maupun dunia usaha terlibat dalam pembahasan penyusunan rancangan rencana, agar dapat menghasilkan barang dan atau jasa yang sebesar-besarnya sesuai kepentingan masyarakat, setelah menghitung segala kendala yang ada yang terjangkau oleh pemikiran manusia. Partisipasi tersebut dilakukan secara horizontal. 

· Masih ada partisipasi lain yang dilakukan secara vertikal melalui jenjang administrasi pemerintahan yang diistilahkan dengan perencanaan bawah atas atau bottom up. Diskusi dilakukan dengan memperhatikan hasil diskusi pada tingkat administrasi pemerintahan lebih bawah. 

Dalam penyusunan APBD kabupaten/kota masuk usul proyek hasil musrenbangdes / kelurahan dan musrenbang kecamatan. Dalam realitas pada pembahasan kabupaten/kota begitu juga pada tingkat provinsi usul tersebut tersisihkan oleh usul yang datang dari SKPD (Kuncoro, 2004 : 58). Memang disadari dan dinyatakan secara eksplisit bahwa pelibatan mereka yang berkepentingan semata-mata hanya untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki para stakeholder. Mereka baru menjadi obyek dalam proses ini, belum dijadikan subyek ikut berperan aktif dan berperan sejajar dengan para birokrat yang sudah mempunyai kompetensi dan pengalaman malang melintang dalam merancang rencana pembangunan. 

Pembahasan di forum DPRD hampir tidak terlihat adanya aspirasi yang berasal dari stakeholder dan dari proses perencanaan bottom up. Tambahan yang muncul di DPRD adalah proyek-proyek aspirasi untuk memelihara dukungan kepada mereka, agar pada pemilu yang akan datang memilih kembali yang bersangkutan, paling tidak partai yang bersangkutan, bukan dengan pertimbangan bahwa alokasi uang itu akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat daerah. Jauh dari pertimbangan menggunakan asas partisipatif secara subtantif. Asas partisipatif dan asas bawah atas baru menjadi simbol formal, belum mencapai ranah isi yang datang dari masyarakat warga sebagai hasil pembahasan mendalam dan civil society dalam kedudukan yang setara. 

Pendekatan partisipatif pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan pendekatan bawah atas, prosesnya sudah berjalan lama. Secara formal proses ini berjalan lancar, tetapi secara materiil birokrasi pemda dalam kedudukan yang lebih menentukan. Haruskah disesalkan keadaan ini? Jangan sama sekali. Prosedur ini sudah tepat sebagai bagian dari proses perilaku governance yaitu masyarakat mempunyai akses dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Prosedur ini agar dipertahankan dan dikembangkan sehingga masyarakat warga mempunyai peran yang setara dan sejajar dengan peran state dan dunia usaha. Dengan mengembangkan prosedur  ini, kapital sosialpun diharapkan akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan demokrasi di bidang-bidang lainnya yaitu bidang politik, ekonomi dan kependidikan yaitu masyarakat telah terdidik dan mampu mengorganisir diri dalam civil society. 

2. Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, lebih demokratis dari pemilihan yang dilakukan DPRD. Kedaulatan betul-betul berada pada rakyat. Rakyat langsung menyalurkan aspirasinya, dan kepala daerah mendapat legitimasi yang tinggi. 

Logika berikutnya kepala daerah dalam menjalankan kepemimpinan pemerintahannya akan lebih transparan dan lebih akuntabel; tetapi menurut UU dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah bukan memberi pertanggungjawaban langsung kepada rakyat melainkan kepada pemerintah diatasnya. Kepada rakyat memberikan informasi, kepada DPRD memberikan keterangan pertanggungjawaban, kepada pemerintah diatasnya memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No 32 Tahun 2004; Pasal 27 ayat 2, 3 dan 4). Hal tersebut hampir sama dengan format UU No 5 Tahun 1974  tentang pemerintahan daerah yang dinilai sentralistik dengan konotasi kurang demokratis, yaitu kepala daerah memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, tetapi tidak ada statement menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. 

UU No 32 Tahun 2004 menggunakan statement yang halus, kelihatan lebih demokratis yaitu bukan “memberikan pertanggungjawaban kepada pemerintah diatasnya” melainkan “kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah”.  Isi pasal 27 ayat 2, 3 dan 4 terlihat bahwa pemerintah lebih mewakili pemilih daripada DPRD dalam mengawasi jalannya kepemimpinan kepala daerah yang berarti sejauhmana kekuasaan yang diberikan pemilih/rakyat betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat.  

Apakah hal itu tidak mengganggu proses checks and balances antara DPRD dengan kepala daerah? Atau justru pemerintah ditempatkan sebagai pengatur harmoni hubungan kepala daerah-DPRD. Paling tidak menjadi tiang penyangga keseimbangan antara kepala daerah-DPRD. Hal tersebut merupakan format politik baru dalam sistem pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. Memang akan lebih demokratis apabila masyarakat warga sudah mempunyai akses dan bisa berperan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan menerima pertanggungjawaban pejabat publik, lebih-lebih pejabat publik yang dipilihnya. Diharapkan dapat tumbuh masyarakat warga yang kompeten, tetapi pertumbuhan masyarakat warga tersebut janganlah dikarbit, biarkan tumbuh secara alami sesuai dengan perkembangan di bidang lainnya, yaitu kemandirian ekonomi, kematangan berpolitik dan kesadaran diri yang tumbuh dari proses pendidikan. Dan agar mempunyai akar budaya yang kuat, pertumbuhan masyarakat warga sebaiknya ditambatkan kepada institusi dan ragam mekanisme yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kepentingan nasional yang memelihara persatuan dan kesatuan bangsa seperti solidaritas kekerabatan yang rasional. 

Dalam tulisannya “Pesimisme nasional, optimisme lokal” perkembangan politik di Indonesia sejak 1998, Mochtar Mas’oed yang mensitir Mary Kaldor dan Ivan Veivoda, mengusulkan kriteria demokrasi formal sebagai berikut: 

1. Inclusive citizenship: tidak boleh menolak keterlibatan warga dengan alasan ras, etnisitas atau gender.

2. Rule of law: pemerintah dibentuk secara legal dan cabang-cabang pemerintahan harus menghormati hukum, dengan individu dan kaum minoritas dilindungi dari tirani mayoritas. 

3. Separation of power: tiga cabang pemerintahan (legislatif, eksekutif dan peradilan) harus saling terpisah, dengan peradilan independen yang mampu menjunjung tinggi konstitusi. 

4. Elected power holder : pemegang kuasa, terutama anggota badan legislatif dan mereka yang mengendalikan eksekutif harus dipilih melalui pemilihan umum.

5. Free and fair elections: pemilu untuk pemilih pemegang kuasa harus dilaksanakan dengan jujur dan adil, dimana pemaksaan tidak terjadi dan dimana semua orang dewasa berhak untuk memilih dan dipilih. 

6. Freedom of expresion and alternative sources of information: warga memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mengenai isu politik secara bebas tanpa takut ancaman, dan berhak memperoleh sumber informasi alternatif; karena itu, sumber informasi alternatif harus ada dan dilindungi oleh hukum. 

7. Associational autonomy: warga juga berhak untuk membentuk perkumpulan dan organisasi independen, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. 

8. Civilian control over the security forces: tentara dan polisi secara politik netral dan bebas dari tekanan politik, serta dibawah kendali wewenang sipil. (Mas’oed 2006. XXI).

Selanjutnya untuk menilai tingkat kedemokrasian pada pemerintahan daerah akan diungkap perilaku yang terjadi sekitar jabatan politik yang berkaitan dengan butir 5 diatas. Dalam hubungan ini akan diulas perilaku para pejabat politik dalam memelihara kelangsungan hubungan dengan konstituen, dan sebelumnya akan diulas perilaku pemilih. 

1. Perilaku Pemilih

Penelitian memberikan suara dalam pemilihan umum DPRD Sulawesi Tengah yang dilakukan Endriatmo Soetarto dkk, menemukan bahwa para pemilih yang memberikan suara yang memenangkan calon  DPD adalah pemilih/pemberi suara yang mempunyai ikatan hubungan kekerabatan dan solidaritas agama. Namun demikian dukungan tersebut diarahkan kepada tokoh-tokoh muda yang bervisi politik baru dan memiliki kapabilitas. Dukungan berbasis ikatan tradisional, tetapi rasional. 

Hasil penelitian Abdur Rozaki dalam “Mengenal Pemilu 2004 di Madura”, para pemilih memberikan suaranya kepada partai yang mempunyai calon kiai atau calon yang didukung kiai panutannya. Pertimbangan lain adalah partai yang mempunyai calon yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan pemilih. Pertimbangan lain lagi memilih parpol yang calegnya memberikan uang. 

“mereka menjadikan uang sebagai motivasi utama dalam memberikan dukungan politik dan menganggap tidak begitu penting apakah caleg itu dari kalangan kiai, kerabat, teman dan sejenisnya. Dalam pemilu kali ini, hampir setiap caleg mengeluarkan dana untuk memperoleh dukungan politik. Untuk tingkat kecamatan besaran dana politik yang dikeluarkan oleh seorang caleg antara Rp 50 juta sampai Rp 150 juta” (Rozaki, 2006 : 139). 

Bob Sugeng Hadiwinata yang melakukan penelitian perilaku pada pemilu 2004 di kota Bandung menemukan bahwa para pemilih berperilaku rasional pragmatis, memberikan suara kepada partai yang mempunyai program dan rencana kerja yang sesuai dengan harapannya. Tidak mau memilih parpol yang berperilaku pejabat politiknya mengecewakan mereka. Bob menyebutkan sebagai “suara penghukuman” (Hadiwinata, 2006 : 261-277). 

Pemberi suara mempelajari program kerja dan perilaku anggota DPR/DPRD parpol yang sedang manggung, baru kemudian menjatuhkan pilihan. Memilih partai yang menurut perkiraannya akan mensejahterakan masyarakat/bangsa. Dia memberi kekuasaan (rakyat) kepada orang/elite anggota partai yang dipercayai akan melahirkan kebijakan publik untuk kejayaan bangsa dan masyarakat 5 tahun yang akan datang. Perilaku pemilih inilah perilaku pemilih yang telah memahami demokrasi. Masih agak kena juga perilaku pemilih yang memberikan suara kepada calon anggota partai dengan pertimbangan ikatan tradisional baik karena ketokohannya dalam bidang agama atau mempunyai ikatan hubungan keluarga dengan pemberi suara, meskipun tidak memperhatikan program kerja 5 tahun yang akan datang, karena para pemilih tersebut mempunyai kepercayaan bahwa kalau calon terpilih akan memperhatikan kepentingannya dalam 5 tahun ke depan. 

Lain halnya dengan pemilih yang memberikan suara karena partai/calon memberi uang. Orientasinya hari ini, bisa memenuhi kebutuhan hari ini untuk dirinya dan keluarganya, bukan 5 tahun yang akan datang untuk dapat menciptakan kesejahteraan sesuai kepentingan masyarakat, tidak mau tahu program partai 5 tahun ke depan. Hal ini berarti yang bersangkutan telah menjual suaranya. Perilaku pemilih ini bukan perilaku demokratis. Secara kasat mata, memberikan suara dalam pemilu yang menjadi simbol demokrasi, tetapi belum mengerti makna demokrasi. Masih ada jenis “umpan materi” yang lebih halus yang disenangi para pemilih macam ini, bahkan bukan pemilih sembarangan, yaitu pemilih yang bisa membawa pemilih lain yang berada di bawah pengaruhnya. Satu setengah tahun atau satu tahun sebelum pilkada atau pemilu, kepala desa menerima aspal untuk pengaspalan jalan desa, pimpinan pondok pesantren menerima komputer, DKM menerima karpet sajadah, kelompok tani mendapat kaos dan bibit tanaman dsb. Orang-orang semacam ini yang tidak lain adalah pemilih akan merasa berhutang budi kepada pemberinya. Pada waktunya mereka akan memilih pemberi barang-barang tersebut atau partai pemberi, dan bukan hanya dirinya sendiri, mereka akan membawa orang-orang yang berada dibawah pengaruhnya. Sungguh efisien. Pemilih semacam ini masih lumayan, mereka sudah memberikan kemaslahatan bagi kelompok/komunalnya, tidak terlalu memikirkan dirinya sendiri saja. Dalam teori motivasi Maslow sudah berada pada motivasi untuk memenuhi kebutuhan sosial tidak seperti pada pemilih sebelumnya baru berada pada tingkatan memenuhi kebutuhan fisik.  Pemilih seperti ini adalah pemilih yang kehidupan ekonominya berada dibawah garis kemiskinan, pemilih yang tidak punya pekerjaan, penganggur atau setengah penganggur, yang tidak punya kepastian akan pendapatan hari esok. Dalam pikirannya mungkin lumayan hak memilihnya bisa dia jual, bahkan orang yang berada diatas garis kemiskinan juga merasa lumayan bisa menjual suara kelompoknya karena belum punya integritas politik. Dalam kenyataan seperti ini demokrasi yang berlangsung baru demokrasi cangkang, yaitu cangkangnya, bungkusnya lembaga demokrasi (pemilihan umum) tetapi didalamnya nilai tradisional dan nilai uang; bukan demokrasi isi yang didalamnya mengkristal nilai-nilai demikrasi: kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Demokrasi isi dan cangkang sekaligus terjadi bila anggota masyarakat, para pemilih sudah mempunyai kesadaran politik dan hidup diatas garis kemiskinan dan tidak ada/sesedikit mungkin pengangguran. Dan elite politik mempertahankan wawasan kenegarawanannya, bukan hanya mengejar ambisi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, bahkan sesaat/waktu pemberian suara. 

Masih ada perilaku lain yang mungkin bisa terjadi, yaitu ada pimpinan kelompok komunitas yang sengaja menawarkan dukungan kepada elite politik tertentu dengan meminta harga tertentu pula, bisa berupa jumlah uang, jabatan tertentu, proyek, atau bahkan kebijakan tertentu apabila elite itu terpilih dan bisa manggung. Jual beli dukungan, jual beli suara sebelum pemilihan.  Pimpinan komunitas menjual, elite politik membeli. 

Bagaimana pengaruhnya terhadap paradigma demokrasi bahwa rakyat punya kedaulatan, kedaulatan itu dipercayakan kepada elite politik agar bisa menggunakan kekuasaannya sesuai kepentingan masyarakat/bangsa? Dalam kasus seperti itu kekuasaan digunakan demi memenuhi kebutuhan kelompok tertentu, yang mungkin pada gilirannya malah pimpinan kelompok komunitas itu bisa menjadi pengendali elit terpilih. Hal tersebut telah terjadi yaitu temuan studi kasus yang dilakukan Syarif  Hidayat (Hidayat 2006 : 25). Di suatu daerah tertentu telah terjadi shadow state, penyelenggaraan pemerintahan daerah lebih dikendalikan oleh otoritas informal yang mempunyai kepentingan tertentu. Kejadian tersebut, fakta tersebut sangat-sangat tidak demokratis. Jangan sampai terjadi di daerah lain dan di daerah tersebut juga pada waktu kerikutnya. Kuncinya ada pada elit politik dalam melakukan perhitungan dan pertimbangan agar menggunakan etika politik dan wawasan kenegarawanan. 

2. Perilaku Sebagian Besar Pejabat Politik Dalam 

    Memelihara Hubungan Dengan Konstituen

Setiap tahun kepala daerah mempunyai kewajiban membuat pertanggungjawaban hasil kerjanya, tetapi mengenai DPRD tidak ada ketentuan UU yang harus mempertanggungjawabkan proses dan hasil kerjanya; paling-paling yang ada anggota DPRD mempertanggungjawabkan perilaku pribadinya kepada Badan Kehormatan, bukan pekerjaannya. Padahal kerja yang sesuai kepentingan masyarakat seperti yang dijanjikan dalam kampanye pemilu sangat ditunggu hasilnya, paling tidak oleh para konstituen. Akuntabilitas ini belum ada, dan hasil pengamatan Sutoro Eko dalam tulisannya Krisis Demokrasi Elektoral : “ banyak politisi menjadi populis dan ramah menjelang pemilu, tetapi arogan setelah mereka memperoleh jabatan. Pejabat mudah sekali berbicara akuntabilitas dan transparansi, tetapi ternyata melakukan korupsi secara berjamaah” (Eko, 2006 : 9).

Masyarakat mengetahui kerja DPRD dari media massa dan baru bisa bereaksi pada pemilu berikutnya berupa memilih kembali atau tidak memilih lagi partai atau anggota DPRD yang dipilihnya pada pemilu sebelumnya. Itu juga apabila pemilih pragmatis rasional otonom. Dari hasil penelitian di beberapa daerah tidak semua pemilih berperilaku pragmatis rasional, bahkan banyak pemilih yang tidak mengerti atau tidak mau memahami program-program kerja yang ditawarkan partai dalam kampanye pemilu. 

Demi kelangsungan jabatannya para pejabat politik memelihara hubungan  dengan konstituen. Mereka mendatangi konstituen pada waktu lebaran, atau malah konstituen diundang mendatangi elite politik. Baik dengan cara mendatangi maupun didatangi, Pejabat menyediakan sarung, kopiah, sajadah dan oleh-oleh. Pada waktu reses begitu juga. Tapi barang yang disediakan pada waktu ini berbeda yaitu sesuai dengan kebutuhan konstituen pada waktu itu, bisa menyediakan biaya untuk rehabilitasi masjid, membangun pos kamling atau bangku sekolah untuk SD, atau bahkan memberi bantuan uang kuliah bagi anak konstituen, atau memberi bantuan untuk biaya perawatan di rumah sakit bagi istri konstituen. Akomodasi dan konsumsi pertemuanpun dibiayai sang Pejabat. 

Dengan adanya gejala diatas paling tidak ada 3 pertanyaan: 

1. terjaringkah konstituen?

2. mengapa harus tersedia dana/materi dan dari mana dana itu berasal?

3. apa makna gejala itu bagi demokrasi?

Aspirasi jelas terjaring, yang terlihat di permukaan biasanya berupa usul proyek untuk APBD tahun yang akan datang yang jenisnya seperti itu-itu juga: bantuan madrasah/pesantren, bantuan pembangunan masjid, pengaspalan jalan, pembangunan jembatan, membangun jalan untuk mengatasi keterisoliran, pemeliharaan bangunan air dsb. Ujungnya menjadi aspirasi dewan dalam pembahasan penyusunan anggaran. 

Dana untuk proyek APBD ini jelas tersedia dari uang daerah. Darimana dana untuk membiayai proses munculnya aspirasi? Dana pribadi Pejabat atau dana partai ? ternyata dari APBD juga. Dalam APBD provinsi Jawa Barat, tunjangan komunikasi intensif anggota DPRD Rp 7.650.000,00 (Pikiran Rakyat: 7 Desember 2006). Bagaimana dengan biaya untuk kegiatan yang sama bagi kepala daerah/gubernur/bupati/walikota? Jelas akan lebih besar dan lebih leluasa. 

Pertemuan pejabat politik dengan konstituen bukan hanya akan memunculkan aspirasi konstituen, tetapi juga bahkan mungkin lebih utama, memelihara dukungan dan menggalang dukungan. Sepanjang konstituen sangat senang diiming-imingi materi, masih sangat terkesan dengan hubungan tradisional, baik adat, keluarga maupun agama. Para pejabat yang sedang manggung (incumbent) mempunyai peluang lebih besar untuk meraih suara lebih banyak sehingga punya kesempatan untuk melanjutkan jabatannya. Sebab mereka diberi modal dan fasilitas dari negara/daerah untuk memelihara hubungan intensif, sedangkan pendatang baru harus menyediakan sendiri. Situasi diatas bertendensi mempertahankan staus quo pemegang kekuasaan dan kurang demokratis. Kurang demokratis bukan hanya bertendensi mempertahankan status quo, tetapi karena  pemilih belum mandiri dan belum rasional. Selama pemilih berada dalam kendali orang lain dalam menjatuhkan pilihannya berarti dia menyerahkan kepercayaan mengatur negara/daerah bukan atas pertimbangan hitungan rasional, tetapi atas pertimbangan balas jasa dan emosi dangkal. 

Pemilunya betul sebagai lembaga demokrasi, tetapi pemilih dalam memberikan suara belum mandiri dan belum atas pertimbangan rasional. Menghadapi  kenyataan seperti ini kebanyakan elit politik berburu dukungan dengan memanfaatkan situasi dan keadaan pemilih saat ini. Mayoritas elit memilih cara-cara mendapatkan suara yang mengesankan dan menyenangkan pemilih yang berada dalam situasi masa kini. Para elit politik dalam cara-cara komunikasi intensifnya belum mengarah kepada pendewasaan para pemilih. 

Apabila sebagian besar pemilih sudah mandiri, rasional dan berwawasan masa depan, paling tidak untuk 5 tahun yang akan datang, baru pemilu berlangsung demokratis dalam arti formal dan materiil. Mudah-mudahan negarawan yang mendewasakan para pemilih makin tambah hari , makin tambah pula jumlahnya. 

Dari ulasan diatas pelaksanaan pemerintahan daerah saat ini:

1. dalam perencanaan pembangunan daerah berlaku asas partisipasi dan proses atas bawah. Dalam pelaksanaannya masyarakat, komunitas, rakyat baru berperan secara formal, belum masuk ke dalam isi. Kompetensi dan pengalaman birokrat berada jauh diatas lembaga/organisasi masyarakat. 

2. laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada jenjang pemerintah diatasnya memberi kesan kurang bertanggungjawab kepada konstituen. Pejabat politik terpilih eksekutif dan legislatif sama-sama tidak memberi pertanggungjawaban kepada konstituen. Sikap pemilih baru bisa diaktualisasikan 5 tahun sekali. Tetapi selama pemilih belum mandiri dan belum rasional pemilih dikendalikan elite politik. 

3. kenyataan diatas menunjukkan bahwa demokrasi, apa lagi governance yaitu demokrasi dalam praktek pemerintahan sehari-hari, baru ada secara formal. Demokrasi secara formal dan materiil akan berjalan apabila rakyat/pemilih sudah mandiri secara ekonomi, memiliki pengetahuan dan integritas untuk  melakukan pertimbangan, mampu mengorganisir diri dalam organisasi masyarakat warga untuk mengimbangi masyarakat politik seperti disyaratkan dalam governance yaitu terjadi hubungan, interaksi dan jaringan antara state, dunia usaha dan civil society. Guna mencapai keadaan seperti itu diperlukan kerja keras semua komponen bangsa dalam waktu yang panjang. Memang untuk mencapai sukses besar tidak bisa dilakukan dengan instan. Gerakan instan hanya akan melahirkan demokrasi semu (pseudo democracy). Perlu dilakukan pendidikan politik sejak umur dini. 
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